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ABSTRAK

Kepemilikan hak atas tanah salah satunya dapat melalui hibah. Pejabat
Umum Pembuat Akta tanah memiliki kewenangan untuk membuat akta
pengalihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam
perkara pemblokiran balik nama objek hibah sesuai dengan putusan Mahkamah
Agung Nomor 175/K/Pdt/2021. Perumusan masalah adalah: 1) Bagaimana
pertimbangan hukum Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 175
K/Pdt/2021 tentang perkara pemblokiran balik nama objek hibah, 2) Bagaimana
perlindungan hukum terhadap PPAT dalam perkara pemblokiran balik nama
objek hibah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021, 3)
Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021.
Metode pendekatan adalah yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis,
sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi dokumen/Pustaka
dan metode analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1)
Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengikuti argumentasi hukum pada
putusan hakim tingkat banding menolak permohonan kasasi dari pemohon. 2)
Perlindungan hukum terhadap PPAT yang diminta sebagai tergugat oleh penyidik,
jaksa maupun hakim telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
selaku pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang
diperolehnya dari para penghadap. 3) Akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan terhadap PPAT bahwa PPAT tidak dapat dikatakan telah
melakukan pelanggaran terhadap permohonan balik nama objek hibah Hak Milik
tersebut, karena apa yang dituangkan dalam suatu akta adalah kehendak dari para
pihak, dimana PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang.

Kata Kunci: Balik Nama, Objek Hibah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
Perkara Balik Nama, Perlindungan Hukum.
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ABSTRACT

Ownership of land rights can be through grants. The General Officer of the
Land Deed Maker has the authority to make a deed of transfer of rights to the
land. This study aims to determine the legal protection of Land Deed Making
Officers (PPAT) in ihe case of blocking the name of the grant object in
accordance with the Supreme Court decision Number 175/K/Pdi/2021. The
formulation of the problem is: 1) How are the legal considerations of judges in
the Supreme Court decision Number 175 K/Pdi/202] regarding the case of
blocking the return of the name of the grant object, 2) How is the legal protection
of PPAT in the case of blocking the retwrn of the name of the grant object in
accordance with the decision of the Supreme Court Number 175 K/Pdt/2021, 3)
What are the legal consequences of the Supreme Court decision Number 175
K/Pdi/2021. The approach method is normative juridical which is descriptive
analytical, secondary data sources, data collection methods with document /
library studies and gualitative data analysis methods. Based on the results of the
study that: 1) The consideration of the Judges of the Supreme Court follows the
legal arguments on the decision of the appellate judge rejecting the petitioner's
appeal. 2) Legal protection of PPAT requested as a defendant by investigators,
prosecutors and judges has been regulated in the Government Regulation of the
Republic of Indonesia Number 24 of 2016 concerning Regulations on the Position
of Land Deed Making Officials, as general officials only formulate the
information and statements they get from the interceptors. 3) The legal
consequence of the judgment handed down by the Court against the PPAT that the
PPAT cannot be said to have violated the application to reverse the name of the
object of the Title grant, because what is stated in a deed is the will of the parties,
where the PPAT is the authorized general officer.

Keywords: Cases of Name Reversal Blocking, Name Transfer, Object of
Dispute, Official Land Deed Making Officer (PPAT), Legal
Protection.
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